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abstract

        In essence, every human activity in this world no matter how simple it always contains a variety of possibilities, both positir or negative. Sometimes lucky and sometimes experience losses. So it can be said, that every human activity that always contains a state of uncertainty. Things are not sure it is as a state, full of question marks, the chances of suffering a loss that will lead to a role that is not safe. Uncertain circumstances which give rise to a sense of insecurity against any possibility of suffering from the so-called risk or in other words a risk is an event that creates uncertainty, causing losses of insecurity.
BAB I PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah termasuk negara yang sedang berkembang, dan perkembangan negara Indonesia ini bukan hanya pada salah satu bidang saja, tetapi dalam segala bidang. Di dalam pembangunan jangka panjang ini mulai tampak bahwa masyarakat Indonesia mengalami suatu perubahan yang mengarah ke masyarakat  yang konsumtif dan produktif. Hal ini sangat jelas dari kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam dan termasuk dalam kategori barang yang sederhana sampai barang yang mewah.

Perkembangan negara Indonesia merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera mampu memenuhi kebutuhan bangsanya sendiri serta sehagai usaha untuk mengimbangi laju perekonomian negara-negara maju. Untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah, peran serta dari masyarakat secara tidak langsung juga diharapkan, sehingga perkembangan negara Indonesia sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga perkembangan negara Indonesia sesuai dengan apa yang diharapkan sebagaimana yang telah dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945.

Perkembangan dunia perekonomian ini memberikan pengaruh kepada dunia usaha dan perdagangan yang secara tidak langsung juga mengalami perkembangan yang pesat. Salah satu dunia usaha yang mengalami perkembangan yang pesat saat ini yaitu perusahaan asuransi atau pertanggungan. Perusahaan asuransi atau pertanggungan sudah mulai banyak berdiri diseluruh Indonesia dan jenis-jenis  proteksi atau jaminan yang ditawarkan kepada masyarakat juga beraneka ragam. Perkembangan perusahaan asuransi atau pertanggungan yang semakin haik di Indonesia diharapkan akan mengarah kemasyarakat Indonesia yang mampu mengingat atas segala pertanggungan.

       Pada hakikatnya, setiap kegiatan manusia didunia ini betapapun sederhananya selalu mengandung berbagai kemungkinan, baik yang positir atau negatif. Adakalanya beruntung dan adakalanya mengalami kerugian. Sehingga dapat dikatakan, bahwa setiap kegiatan manusia itu selalu mengandung suatu keadaan yang tidak pasti. Keadaan tidak pasti itu adalah sebagai suatu keadaan yang, penuh tanda tanya, kemungkinan menderita kerugian itu akan menimbulkan suatu peranan yang tidak aman. Keadaan tidak pasti yang menimbulkan rasa tidak aman terhadap setiap kemungkinan menderita itu disebut risiko atau dengan perkataan lain risiko adalah suatu ketidakpastian suatu peristiwa yang menciptakan kerugian sehingga menimbulkan rasa tidak aman.

Risiko sebagaimana, yang dimaksud diatas tidak hanya dihadapi oleh manusia pada masa sekarang saja tetapi jauh sebelumnya, yaitu sejak manusia itu pada hakikatnya selalu menghadapi risiko, tetapi dengan permulaan kegiatan manusia mulai ada di muka bumi ini. Meskipun manusia pada hakikatnya selalu menghadapi risiko .tetapi dengan akal budinya ia juga berusaha mengatasi bagaimana caranya menanggulangi semua macam risiko yang dihadapi itu. Oleh karena itu manusia mencari jalan dan upaya bagaimana caranya agar risiko yang seharusnya ia tanggung sendiri itu dapat dikurangi dan dibagi pihak lain yang bersedia ikut. menanggung risiko tersebut.

     Asuransi bertujuan untuk memberikan perlindungan atau proteksi atas kerugian keuangan yang ditimbulkan olch peristiwa yang tidak diduga sebelumnya. Apabila risiko tersebut benar-benar terjadi, pihak tertanggung akan mendapat ganti rugi sebesar nilai yang diperjanjikan antara penanggung dan tertanggung. 

       Meskipun perlindungan sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis akan dipertitnbangkan usaha untuk mengurangi risiko yang dihadapi. Pada tingkat kehidupan keluarga atau rumah tangga, asuransi juga dibutuhkan untuk mengurangi permasalahan ekonomi yang akan dihadapi apabila ada salah satu anggota keluarga menghadapi risiko kecelakaan baik cacat atau bahkan sampai mcninggal dunia.

     Dalam hukum asuransi minimal terdapat dua pihak, yaitu penanggung dan tertanggung. Dalam asuransi jiwa, jika terjadi evenemen matinya tertanggung maka penanggung wajib membayar uang santunan atau jika berakhirnya jangka.waktu asuransi tanpa terjadi evenemen maka pcnanggung wajib membayar sejumlah uang pengembalian kepada tertanggung. Penanggung adalah perusahaan asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam menanggulangi risiko yang dikaitkan dengan hidup dan meninggalnya seseorang yang diasuransikan. Perusahaan asuransi jiwa merupakan badan hukum milik negara.

BAB II KERANGKA TEORITIS 
A. Pengertian Perjanjian Asuransi

Dalam istilah asuransi atau pertanggungan dapat mempunyai berbagai arti dan batasan, sesuai dengan siapa yang memberikannya dan dipergunakan untuk saran apa. Dalam hal ini sesuai dengan kepentingan masing-masing yang memberi batasan. Asuransi atau pertanggungan dapat ditelaah dan diberi batasan dari bidang-bidang ekonomi, hukum, bisnis atau sosial.

Dalam tulisan ini baik istilah asuransi atau pertanggungan digunakan secara bersama-sama dan dapat diamati dari kedua sisi yang sama. Dengan demikian keduanya akan saling rnelengkapi, karena keduanya sesungguhnya mempunyai arti dan makna yang sama. Pertama asuransi atau pertanggungan dilihat dari sisi dan kedudukannya sebagai suatu lembaga atau institusi. Ternyata lembaga tersebut melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang sebenarnya masuk dalam kedua sisi dari asuransi atau pertanggungan itu sendiri. Adapun sisi kedua dari asuransi dapat dilihat .sebagai suatu kegiatan, sedangkan kegiatan yang dimaksud dalam hal ini adalah sebagai suatu perjanjian yang tidak lain adalah perjan.jian asuransi. Oleh karena itu dapat dikatakan asuransi sebagai suatu lembaga, melakukan kegiatan-kegiatannya dalam mengadakan dan melaksanakan perjanjian asuransi. 

Perusahaan  asuransi  melakukan kegiatan-kegiatan
 dengan mengadakan dan melaksanakan perjanjian-perjanjian asuransi dengan banyak pihak, menempatkannya menjadi suatu lembaga dengan fungsinya yang bersifat ganda.

Kemampuan perusahaan (lembaga) untuk menghimpun dana dengan penyerapan dari masyarakat, karena perusahaan mengadakan kegiatan-kegiatan tertentu. Kegiatan-kegiatan itu termasuk tidak lain ialah dengan megadakan perjanjian-perjanjian yang akan mengakibatkan hubungan hukum tertentu dengan relasinya.

Asuransi atau pertanggungan dalam pengertian hukum mengandung satu arti yang pasti ialah sebagai suatu perjanjian. Meskipun demikian perjanjian asuransi itu mempunyai tujuan yang pasti, ialah yang dapat bermanfaat .bagikedua pihak yang mengadakan perjanjian.

Jadi meskipun perjanjian asuransi atau perjanjian pertanggungan secara umum oleh KUH perdata disebut sebagai salah satu bentuk perjanjian untung-untungan, sebenarnya merupakan satu penerapan yang sama sekali tidak tepat. Disamping itu tidak tepat juga bertentangan dengan prinsip​-prinsip yang harus dipenuhi dalam pedanjian asuransi itu sendiri.

Perjanjian untung-untungan mempunyai kecenderungan yang. besar menuju pada pertaruhan dan perjudian. Tujuan perjanjian untung-untungan tersebut selalu berkaitan dengan kepentingan keuangan yang berkaitan dengan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa yang belum pasti, dan keberadaan dari peristiwa tersebut haru dimulai setelah ditutupnya perjanjian. Jadi karakteristik dari perjanjian untung-untungan ini adalah berdasarkan pada kemungkinan yang bersifat spekulatif. Para pihak tidak bisa mendeteksi kemungkinan-kemungkinan apa yang terjadi meskipun dengan kemungkinan besar 50 persen atau tidak. Oleh karena itu perjanjian untung-untungan tujuan utama hanya kepentingan keuangan yang sangat spekulatif. Lain halnya dengan perjanjian asuransi atau pertanggungan yang pada dasarnya sudah mempunyai tujuan yang lebih pasti ialah memperalihkan resiko yang sudah ada yang berkaitan pada kemanfaatan ekonomi tertentu sehingga tetap berada pada posisi yang sama. Posisi atau keadaan ekonomi yang sama tersebut dipertahankan dengan memperjanjikan pemberian ganti rugi karena terjadinya suatu peristiwa yang belum pasti. Peristiwa yang belum pasti terjadi itu merupakan syarat baik dalam perjanjian untung-untungan maupun dalam perjanjian asuransi atau pertanggungan.

Meskipun demikian peristiwa yang belum pasti terjadi pada perjanjian untung-untungan yang bersifat pertaruhan atau perjudian tidak sama tepat dengan yang terjadi pada perjanjian asuransi. Pada perjanjian pertaruhan, perjudian resiko itu justru diciptakan. oleh perjanjian itu sendiri. Lain halnya pada perjanjian pertanggungan, resiko itu sudah ada sebelum perjanjian dibuat dan justru perjanjian pertanggungan ditutup dengan tujuan memperalihkan resiko yang sudah ada.

Pada perjanjian untung-untungan peristiwa yang belum pasti itu, seandainya tidak terjadi sama sekali tidak menyebabkan kerugian ekonomi pada salah satu atau para pihak. Sedangkan pada perjanjian asuransi apabila peristiwa yang belum pasti terjadi itu benar terjadi pasti rnenyebabkan timbulnya kerugian ekonomi pada satu pihak, ialah pihak tertanggung.

Secara umum pengertian perjanjian dapat dijabarkan antara lain sebagai berikut :

1. Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap datu orang atau lebih.

2. Suatu hubungan hukum antara pihak, atas dasar mana pihak yang satu (yang berpiutang atau kreditur) berhak untuk suatu prestasi dari yang lain (yang berhubungan atau debitur) yang juga berkewajiban melaksanakan dan bertanggung jawab atas suatu prestasi.1).
        Dari batasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa setiap perjanjian pada dasarnya akan meliputi hal-hal sebagai berikut : 

1. 
Perjanjian selalu menciptakan hubungan hukum

2.
Perjanjian menunjukkan adanya kemampuan atau kewenangan menurut hukum.

3. Perjanjian mempunyai arti atau berisikan suatu tujuan, bahwa pihak yang satu akan memperoleh dari pihak yang. lain.

4. Dalam setiap perjanjian, kreditur berhak atas sesuatu (prestasi)


dan debitur yang dengan sukarela akan memenuhinya.



5. 
Bahwa dalam setiap perjanjian debitur wajib dan bertanggung jawab melakukan prestasinya sesuai dengan isi perjanjian.
            Jadi perjanjian asuransi itu merupakan perjanjian tirnbal balik dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.2).
    Adapun dalam perjanjian asuransi, ada yang namanya polis. Maka dapat diketahui bahwa polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung, perjanjian ini harus dibuat secara tertulis. Disamping itu, polis juga memuat kesepakatan mengenai syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan asuransi.

B. Pengertian Asuransi Kecelakaan

1. Asuransi Kecelakaan Penumpang.

Dalam asuransi sosial kecelakaan penumpang (ASKEP) diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang. Undang-undang ini dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965. Dalam Undang-Undang ini beserta peraturan pelaksanaanya merupakan dasar berlakunya asuransi kecelakaan penumpang.

Untuk hal penguasa atau pemilik alat angkutan penumpang umum dilarang menjual karcis atau tiket penumpang umum, tanpa sekaligus memungut iuran wajib. Iuran wajib asuransi kecelakaan penumpang semata-mata dibuktikan dengan kupon pertanggungan yang bentuk hal-hal lainnya ditentukan oleh Menteri Keuangan. Setiap kali diminta, kupon tersebut wajib diperlihatkan kepada petugas yang berwenang oleh setiap penumpang bagi perjalanan yang hendak, sedang atau baru saja selesai ditempuh. Dalam hal itu, kupon tanda bukti tersebut tidak diterbitkan sendiri. Melainkan sudah tertulis pada karcis atau tiket penumpang.

2. 
Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Asuransi kecelakaan lalu limas jalan (ASKEL) diatrr di dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu limas jalan, Undang-Undang ini dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965. Undang-undang ini beserta peraturan pelaksanaannya merupakan dasar berlakunya asuransi kecelakaan lalu lintas jalan.

Adapun yang harus membayar sumbangan wajib adalah pengusaha atau pemilik alat angkutan lalu lintas jalan. Sumbangan tersebut dilakukan ketika mengurus Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. 

Sumbangan dan hal-hal lainnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

C. Syarat-syarat Perjanjian Asuransi

Secara umum, sahnya suatu perjanjian diatur dan harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata.3).  

Setiap perjanjian, termasuk perjanjian asuransi harus memenuhi syarat-syarat umum sebagai berikut :

1. Sepakat yang mengikatkan dirinya.

2. 
Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

3. 
Suatu hal tertentu

4. 
Suatu sebah yang halal

Ad. 1 Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian.

           Syarat ini disebut syarat subyektif karena langsung mengenai subyektif yang membuat perjanjian. Apabila syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan oleh hakim atas permohonan dari yang bersangkutan.

           Persetujuan kehendak adalah kesepakatan antara para pihak mengenai pokok perjanjian yang dibuat itu. Pokok perjanjian itu berupa obyek perjanjian dan syarat-syarat perjanjian. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Dengan demikian persetujuan di sini sifatnya sudah mantap, tidak lagi dalam perundingan.

            Persetujuan kehendak itu sifatnya harus bebas, artinya betu-betul atas kemauan sukarela para pihak, tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun. Dalam pengertian persetujuan kehendak itu juga tidak ada kekhilafan dan penipuan.

Ad. 2 Ada kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian.

           Pasal 1329 KlUH Perdata megatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk mengadakan perjanjian, jika oleh undang-​undang tidak dinyatakan tidak cakap. Jadi pada asasnya setiap orang itu cakap untuk membuat perjanjian.

           Sebagai pengecualian, ada beberapa golongan orang yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum. Mereka itu seperti dibawah umur, orang dibawah pengawasan atau pengampuan.

                                   Syarat ini disebut juga sebagai syarat subyektif, karena langsung mengenai subyek yang membuat perjanjian. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan oleh hakim atas permohonan yang bersangkutan, jadi kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri.

Ad. 3 Ada suatu hal tertentu

           Yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas, tertentu atau setidaknya dapat ditentukan.

            Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, merupakan prestasi yang harus dipenuhi, yang terdiri dari :

1) 
Benda-benda yang sudah ada

2) Benda-benda yang masih akan ada di masa mendatang, baik dalam arti mutlak, yaitu pada saat tertentu benda itu sama sekali belum ada, maupun dalam arti relatif yaitu bendanya sudah ada, tapi bagi pihak tertentu masih merupakan harapan​-harapan untuk memilikinya.

             Syarat ini merupakan syarat obyektif, yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh obyek perjanjian. Bila syarat ini tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada dari semula. Pentingnya syarat ini untuk dapat menentukan kewajibannya jika teriadi perselisihan.

Ad. 4: Ada suatu sebab yang halal

           Selanjutnya undang-undang menghendaki untuk sahnya suatu perjanjian harus ada sebab atau kausa yang halal atau diperbolehkan, secara harfiah Kausa" berarti "Sebab", tetapi menurut riwayatnya yang dimaksud dengan kata itu ialah "Tujuan" yaitu apa yang dikehendaki oleh para pihak dengan mengadakan perjanjian itu.

Menurut pasal 1 335 KUH Perdata, suatu perjanjian yang tidak memakai kausa atau dibuat dengan suatu kausa yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan. Dari apa yang diterangkan di atas, jelaslah bahwa praktis tidak ada perjanjian yang tidak mempunyai kausa.

Adapun suatu kausa yang tidak diperbolehkan adalah yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Bertentangan dengan undang-undang misalnya suatu perjanjian dimana satu pihak harus meninggalkan agamanya untuk memeluk suatu agama lain. Dalam hal-hal semacam ini, perjanjian itu dianggap dari semula sudah batal dan hakim berwenang karena jabatannya mengucapkan pembatalan itu, meskipun tidak diminta oleh suatu pihak (batal secara mutlak).

Sedangkan untuk perjanjian asuransi atau pertanggungan syarat-syarat di atas tetap diberlakukan hanya saja ditambah dengan syarat khusus yaitu kewajiban pemberitahuan.

BAB IIIHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Tentang Prosedur Pelaksanaan Asuransi Jiwa Dalam Kecelakaan Penumpang Dan Lalu Lintas Jalan Pada PT. Jasa Raharja (Persero).

Dalam proses pelaksanaan Jasa Raharja terlebih dahulu meminta surat tanda evakuasi dari instansi kepolisian dan rumah sakit yang menjelaskan bahwa korban baik kecelakaan penumpang yaitu UU No. 33 tahun 1964 dan korban kecelakaan lalu lintas jalan yaitu UU No. 34 tahun 1964 benar-benar mendapat kerugian akibat yang diderita dalam kecelakaan tersebut.

Tata cara memperoleh santunan ataupun kerugian dalam asuransi kecelakaan adalah sebagai berikut :

a. Permintaan santunan baik asuransi kecelakaan penumpang umum maupun kecelakaan lalu lintas jalan harus diajukan oleh korban atu ahli waris korban dengan menggunakan formulir pengajuan santunan.

b. Formulir pengajuan santunan tersebut dapat diperoleh dengan Cuma-​Cuma pada kantor-kantor :

1. 
Kepolisian bagian lalu lintas setempat.

2 
Rumah sakit – rumah sakit setempat.

3. 
Cabang dan perwakilan PT. Jasa Raharja (Persero) seluruh Indonesia.

c. 
Pengisian formulir permohonan santunan.

Pada formulir permohonan santunan yang dimaksud, baik korban meninggal dunia atau mengalami luka-luka terdapat dua ruang yang harus diisi sebagia berikut :

1. Pada ruang pertama diisi oleh korban atau ahli waris korban yang mengajukan santunan, yang berisi tentang identitas diri dari korban dan ahli waris korban secara lengkap.

2. Pada ruang kedua diisi oleh petugas jasa raharja yang menerangkan tentang :

a. Kasus kecelakaan.

b. Identitas dan sifat cidera korban akibat kecelakaan.

c. Kesimpulan kecelakaan.

d. Formulir permohonan santunan tersebut sebagai dokumen dasar permintaan santunan asuransi diserahkan kepada PT. Jasa Raharja (Persero) yang terdekat untuk pembayaran penyelesaian santunan asuransi korban yang akan diterimakan langsung kepada korban atau ahli waris korban yang sah. Sebagai syarat pengajuan santunan, formulir permohonan santunan tersebut harus di lengkapi atau dilampiri dengan surat-surat penting lain, yaitu sebagai berikut:

1. Bila korban kecelakaan alat angkutan penumpang umum dan 
lalu lintas jalan meninggal dunia, maka harus melampirkan :

a. Copy laporan polisi dan sket gambar kecelakaan.

b. Copy SIM dan STNK kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan.

c. Surat keterangan kematian dari rumah sakit atau kelurahan.

d. KTP korban atau ahli waris korban.

e. Kartu keluarga.

f. Akta Nikah (bagi korban yang sudah menikah).

g. 
Surat keterangan belum menikah (bagi korban dewasa yang belum menikah) dari kelurahan.

2. Bila korban kecelakaan alat angkutan penumpang umum dan lalu lintas jalan hanya mengalami luka-luka harus melampirkan :

a. Copy laporan polisi dan sket gambar kecelakaan.

b. Copy SIM dan STNK kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan.

c. Surat keterangan (diagnosa) dari rumah sakit).

d. Surat rujukan dari rumah sakit pertama korban dirawat ke rumah sakit pindahan (apabila korban dirujuk).

e. 
Kwitansi asli dari Rumah Sakit, apotek atau dokter.

- 
Kwitansi diatas Rp. 250.000,- agar dibubuhi materai dan cap yang berwenang.

-
Pembelian obat agar dilampiri copy resep atau kartu obat.

f. 
KTP Korban atau KTP pembiaya.

g. 
Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- dari korban untuk pembiaya (pihak pembiaya korban).

h. Surat keterangan cacat tetap dari dokter hagi korban yang tnengalami cacat tetap.

i. Foto copy dokumen tidak perlu dilegalisir.

j.
Pengajuan dana sanutunan daluwarsa apabila dalam waktu enam bulan sejak tanggal kecelakaan tidak diajukan.

k.
Ahli waris korban yang sah


Ahli waris yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 yang dapat menerima santunan asuransi menurut urutannya adalah sebagai berikut :

1. Janda atau dudanya yang sah.

2. Dalam hal tidak ada janda atau dudanya yang sah, kepada anak-anaknya yang sah.

3. 
Dalam hal tidak ada anak-anaknya yang sah, kepada orang tuanya yang sah.

Untuk persyaratan penumpang angkutan umum yang berhak mendapatkan santunan asuransi bila terjadi kecelakaan adalah sebagai berikut :

a. 
Penumpang sah yang telah membayar iuran wajib kecelakaan penumpang untuk tiap perjalanan yang ditetnpuhnya, dengan bukti kupon iuran wajib (kupon Jasa Raharja) yang ada pada penumpang yang bersangkutan.

b. Penumpang sah yang telah membayar karcis atau tiket yang iuran wajibnya telah disatukan pembayarannya dengan biaya angkutan.

c. Pengusaha atau pemilik kendaraan bermotor penumpang umum atau alat angkutan penumpang umum yang telah membayar jatah kupon atau karcis iuran wajib dan pertanggungan wajib kecelakaan penumpang bagi para penumpang kepada PT. Jasa Raharja (Persero) yang dapat dibuktikan untuk tiap perjalanan yang ditempuh dengan kartu pertanggungan yang ada pada kendaraan bermotor penumpang umum yang bersangkutan.

BAB V PENUTUP
Dalam perlindungan hukum kepada pembayar iuran wajib pihak Jasa Raharja tidak terlibat sepenuhnya dalam perlindungan hukumnya, karena Jasa Raharja hanya sebagai instansi yang ditunjuk oleh Mentri Keuangan untuk memberikan bantuan santunan kepada korban kecelakaan.

Dalam hal ini kedudukan perusahaan Jasa Raharja sebagai penyalur dana santunan, jika uang santunan tersebut sudah bisa dibayar oleh Jasa Raharja kepada korban atau ahli waris, maka sejak saat itu pula. Jasa Raharja lepas dari tanggung jawab.

Jadi Jasa Raharja hanya mengantar sampai mendapatkan dana santunan tersebut. setelah itu yang berhak dan berwenang atas segala hukumnya adalah pihak kepolisian.

B. 
Saran-saran

Berdasarkan dari hasil penelitian, untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. 
Data yang disimpan dalam komputer harus disimpan dengan baik jika sewaktu-waktu dibutuhkan data tersebut segera terakses dalam monitor.

2. Pemanfaatan komputer secara maksimal perlu ditingkatkan, dibuat jaringan komputer dilingkungan PT. Asuransi Jasa Raharja dan dilengkapi dengan basis Internet.

3. Dalam pelayanan terhadap masyarakat PT. Asuransi Jasa Raharja tidak boleh membeda-bedakan antara masyarakat golongan menengah ke bawah atau golongan menengah ke atas, seperti semboyan yang digunakan oleh Jasa Raharja "Utama dalam perlindungan dan Prima dalam pelayanan".
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